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Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat 

dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh tahun 2020 dapat diselesaikan 

dengan baik dan tepat waktu. 

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di 

Banda Aceh Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  

Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi dan 

tujuan organisasi yang disusun dalam bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/ 

kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam 

rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan 

target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).  

Sasaran dan target kinerja meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, 

pengukuran kinerja input, output, dan outcome yang telah ditetapkan dan 

direalisasikan, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi 

kinerja yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh 

keberhasilan dan kegagalan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda 

Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2020. 

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja tahun 2020 ini dapat menjadi 

media pertanggungjawaban Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda 
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Aceh dan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja organisasi di 

masa mendatang. 

 

                                                           Banda Aceh,  18 Februari  2021 

                                                           Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat  

 dan Makanan di Banda Aceh 

 

                                                            

Desi Ariyanti Ningsih, S.Si., Apt 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 
 

Laporan Kinerja Tahun 2020 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

(Balai Besar POM) di Banda Aceh merupakan bentuk akuntabilitas dari 

pelaksanaan tugas dan fungsi yang berisi informasi capaian kinerja yang terukur 

kepada pemberi mandate termasuk aspek penggunaan anggaran. Capaian kinerja 

diukur dengan membandingkan realisasi terhadap target dari setiap indikator 

kinerja yang  ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja adalah 

dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi (Kepala 

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia) kepada pimpinan 

instansi yang lebih rendah (Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh untuk 

melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang telah 

disepakati kedua belah pihak. 

Berdasarkan Renstra 2020-2024, Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 

2020 telah menetapkan 28 indikator kinerja utama (IKU), dengan capaian sebagai 

berikut: 

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat (109,37%) 

2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat (95,50%) 

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 

(103,81%) 

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 

(60,92%) 

5. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan 

aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh  

( 95,67% ) 

6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan 

pengawasan Obat dan Makanan ( 106,19% ) 

7. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan          

( 95,14%) 

8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM ( 81,38% ) 
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9. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan 

distribusi yang dilaksanakan keamanan Obat dan Makanan (116,39%) 

10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh 

(134,26%) 

11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.         

(117,65%) 

12. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 

(110,14%) 

13. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 

(140,87%) 

14. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Banda Aceh ( 100,85%) 

15. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan (106,94%) 

16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman 

(100,00%) 

17. Jumlah desa pangan aman (100,00%) 

18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya (100,00%) 

19. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar (117,65%) 

20. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar (120,48%) 

21. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan 

(84,79%) 

22. Indeks RB BBPOM di Banda Aceh ( 85,47% ) 

23. Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh ( 93,72% ) 

24. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banda Aceh ( 107,92% ) 

25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai 

standar GLP ( 91,88% ) 

26. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh yang optimal 

(112,58%) 

27. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banda Aceh (94,71%) 

28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Banda Aceh (105,26%) 

 

Capaian indikator kinerja  Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2020  tersebut 

didukung dengan anggaran  yang bersumber dari Anggaran BBPOM di Banda Aceh 
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bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2020 No. SP DIPA- 

063.01.2.432790/2020 yang diterbitkan pada tanggal 12 November 2019 dengan 

anggaran awal sebesar Rp. 39.156.077.000,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar Seatus 

Lima Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Pada awal bulan Maret 

2020, terjadi pengurangan anggaran melalui revisi DIPA Pusat yaitu 

menghapusan kegiatan KIE dengan Tokoh Masyarakat sebesar Rp. 625.000.000,- 

( 5 titik @ Rp. 125.000.000,-) sehingga pagu anggaran menjadi sebesar Rp 38. 

531.077.000,- (Tiga Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh 

Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Pada pertengahan Maret 2020 terjadi pandemi Covid-

19 yang mengharuskan untuk melakukan pembatasan kegiatan dan mengikuti 

protokol penanganan Covid-19, sehingga pelaksanaan kegiatan terkendala dan 

tidak dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, dan pada 

bulan April 2020 dilakukan kembali revisi refocussing serta penurunan target dan 

anggaran yang di alokasikan ke belanja untuk percepatan penanggulangan Covid-

19, sehingga total pagu anggaran menjadi Rp. 31.183.552.000,- (Tiga Puluh Satu 

Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu 

Rupiah) dan pada bulan September 2020 dilakukan kembali revisi realokasi 

anggaran pemberdayaan masyarakat melalui KIE bersama Tokoh Masyarakat 

tahun 2020 melalui mekanisme revisi Pusat di DJA, total pagu menjadi   Rp. 

30,732,516,000 (Tiga Puluh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus 

Enam Belas Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran sampai dengan September 

2020 sebesar Rp 29,747,906,558,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus 

Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh 

Delapan Rupiah) atau sebesar 96,80%. Keberhasilan atau kegagalan Balai Besar 

POM di Banda Aceh dalam mencapai target kinerja dapat dinilai dari capaian pada 

indikator kinerja dan tingkat efisiensi penggunaan anggaran. Evaluasi atas capaian kinerja 

terhadap rencana kinerja akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah 

kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Gambaran Umum Organisasi 

 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banda Aceh 

merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan 

(BPOM) di Provinsi Aceh, berkedudukan di ibukota Provinsi Aceh yaitu Kota 

Banda Aceh dengan alamat di Jln. Tgk.H.Mohd. Daud Beureueh No. 110, 

Gampong Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, 

Kode Pos 23126, Telp. (0651) 7411698 – 23926, Fax.(0651) 22735, 22845. 

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM, BBPOM di Banda Aceh 

mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di 

Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan . UPT BPOM 

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional  di  bidang  

pengawasan  Obat  dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Klasifikasi UPT Badan POM terdiri atas: 

a. Balai  Besar  Pengawas  Obat  dan  Makanan,  yang selanjutnya disebut 

Balai Besar POM;  

b. Balai     Pengawas     Obat     dan     Makanan,     yang selanjutnya disebut 

Balai POM; dan 

c. Loka     Pengawas     Obat     dan     Makanan,     yang selanjutnya disebut 

Loka POM.  
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Balai Besar POM di Banda Aceh menjalankan Tugas dan fungsi sebagai berikut: 

Tugas 

Melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, yang meliputi 

pengawasan atas produk terapetik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat 

tradisional, kosmetik, produk komplemen, serta keamanan pangan dan bahan 

berbahaya. 

Fungsi 

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan. 

2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan. 

3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan 

dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian. 

4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau 

distribusi Obat dan Makanan. 

5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan.  

6. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja 

masing-masing.  

7. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi 

dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing. 

8. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan 

pada wilayah kerja masing-masing. 

9. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di 

bidang pengawasan Obat dan Makanan.  

10. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan. 

11. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan 

Obat dan Makanan. 

12. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. 
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Tugas dan fungsi tersebut, melekat pada peran BBPOM di Banda Aceh sebagai 

lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan Obat dan 

Makanan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.  

 

1.2. Struktur Organisasi dan Sumber Daya 

1.2.1. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi Balai Besar POM di Banda Aceh disusun berdasarkan 

Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan. Struktrur organisasi tersebut dapat dilihat pada gambar 1.  

 

Gambar 1 

Struktur Organisasi Balai Besar POM di Banda Aceh 

 

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar POM di 

Banda Aceh didukung struktur organisasi terdiri dari 5 bidang serta  kelompok 

jabatan fungsional yang melaksanakan tugas sebagai berikut : 

1. Bidang Pengujian, mempunyai tugas dan fungsi : 

a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan 

mikrobiologi Obat dan Makanan;  

b. Pelaksanaan pengujian rutin kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan 

pada wilayah kerja masing-masing;  
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c. Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan dalam 

rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing; 

dan 

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian 

kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan. 

Bidang Pengujian terdiri dari : 

a. Seksi Pengujian Kimia mempunyai tugas melakukan pengujian kimia 

rutin dan pengujian kimia dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan 

Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing  

b. Seksi Pengujian Mikrobiologi  mempunyai tugas melakukan pengujian 

mikrobiologi rutin dan pengujian mikrobiologi dalam rangka investigasi 

dan/atau penyidikan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-

masing. 

 

2. Bidang Pemeriksaan, mempunyai tugas dan fungsi : 

a. Penyusunan rencana dan program dibidang inspeksi dan sertifikasi 

sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obatdan Makanan dan 

sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertasertifikasi dan pengambilan 

contoh (sampling)produk Obat dan Makanan; 

b. pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat 

dan  Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian; 

c. pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan 

produk Obat dan Makanan; 

d. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan ; dan 

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang inspeksi dan 

sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan 

dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan 

pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan. 
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Bidang Pemeriksaan terdiri dari : 

a. Seksi Inspeksi mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas 

produksi dan/atau distribusiObat dan Makanan dan 

sarana/fasilitaspelayanan kefarmasian, serta pengambilancontoh(sampling)  

produk Obatdan Makanan. 

b. Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas 

produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan. 

 

3. Bidang Penindakan, mempunyai tugas dan fungsi : 

a. Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan 

terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

pengawasan Obat dan Makanan; 

b. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran  ketentuan  

peraturan  perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan 

pada wilayah kerja masing-masing; dan 

c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang intelijen dan 

penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. 

 

4.  Bidang Informasi dan Komunikasi, mempunyai tugas dan fungsi : 

a. Penyusunan rencana dan program dibidang pengelolaan komunikasi, 

informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan 

Obat dan Makanan; 

b. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakatdi 

bidang pengawasanObat dan Makanan; 

c. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerjasama dibidang pengawasan Obat 

dan Makanan; dan 

d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan 

komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang 

pengawasan Obat dan  Makanan. 

 

 



6 Laporan Kinerja 2019 | Balai Besar POM Di Banda Aceh 

 

5. Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas dan fungsi : 

a. Penyusunan rencana, program dan anggaran; 

b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan; 

c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan; 

d. Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana; 

e. Pelaksanan urusan kepegawaian; 

f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; 

g. Pelaksanaan  urusan perlengkapan  dan kerumahtanggaan; dan 

h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja. 

 

Bagian Tata Usaha terdiri dari : 

a. Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan 

penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, 

penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 

dan pelaporan kinerja. 

b. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, 

kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan 

dan kerumahtanggaan 

 

1.3. Aspek Stretegis Organisasi 

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya 

pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari obat 

dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan, BPOM melaksanakan system 

pengawasan full spectrum mulai dari premarket hingga post market control yang 

disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat 

(community empowerment). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, 

BPOM tidak bertindak sebagai single player. Kerjasama dengan berbagai lintas 

sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan 

pengawasan obat dan makanan.  

BBPOM di Banda Aceh sebagai UPT BPOM melaksanakan kegiatan utama 

berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana 
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Strategis periode 2020 - 2024 adalah melaksanakan program pengawasan Obat 

dan Makanan (post-market) di seluruh wilayah administratif Provinsi Aceh  

meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian 

laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan 

hukum.  

Kapasitas BBPOM di Banda Aceh  sebagai  lembaga  Pengawas  Obat  dan  

Makanan  masih  perlu  terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara 

kelembagaan maupun dukungan regulasi yang  dibutuhkan,  terutama peraturan 

perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugasnya agar pencapaian  

kinerja  di  masa  datang  semakin  optimal dan  dapat  memastikan berjalannya  

proses  pengawasan  Obat  dan  Makanan  yang  lebih  efektif dalam menjaga 

keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan. 

Terdapat  3  (tiga)  strategi  menghadapi permasalahan  pokok  BBPOM di Banda 

Aceh  sesuai  dengan  peran dan kewenangannya, yaitu : 

1. Strategi Pencegahan : melalui perkuatan regulasi, pelaksanaan komunikasi, 

informasi dan Edukasi (KIE), pemberdayaan masyarakat serta peningkatan 

koordinasi lintas sektor. 

2. Strategi pengawasan : melalui perkuatan lintas sektor, perkuatan 

manajemen dan utilitasi database, intensifikasi pengawasan berbasis 

resiko, dan perkuatan implementasi regulasi. 

3. Strategi penindakan : difokuskan pada tahap importasi, produksi dan 

distribusi obat melalui tiga pendekatan, yakni pemetaan kasus dan potensi 

rawan kasus, kerjasama lintas sektor terkait dan penyusunan pedoman 

kerja. 

 

Pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Banda Aceh dalam upaya penguatan 

pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan 

peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku 

kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan kesehatan 

masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan 

Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.  
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1.4. Analisis Lingkungan Strategis 

Internal 

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 

Jumlah pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh per 30 

Desember 2020 adalah 73 orang yang terdiri dari Plt. Kepala Balai 1 orang, 

Bagian Tata Usaha 20 orang, Bidang Pemeriksaan 10 orang, Bidang Penindakan 7 

orang, Bidang Pengujian 29 orang, Bidang Infokom 6 orang. (Terjadi perubahan 

jumlah orang pada Bagian Tata Usaha dan Bidang Pemeriksaan, dengan rincian : 

1 orang pensiun dari Bagian Tata Usaha dan penambahan 2 orang di Bidang 

Pemeriksaan, mutasi dari Loka POM Aceh Tengah dan Loka POM Aceh Selatan 

masing-masing 1 orang) 

Tenaga Pramubakti 34 orang, terdiri dari Satpam 6 orang, Cleaning Service  5 

orang, Supir 4 orang , pemelihara sarana prasarana 1 orang dan tenaga IT 2 orang, 

tenaga teknis  16 orang di berbagai bidang sehingga total pegawai berjumlah 105 

orang.  . Profil pegawai berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada Tabel di bawah 

ini.:  

No Unit Kerja 

Pendidikan 

S
3 

S2 Apt 
S1 

Bio 

S1 
Lai
n 

D3 
Farm 

D3 
Lain 

S
M
F 

S
M
A
K 

S
P
K 

SLT
A 

Umu
m 

SLT
A 

Keju
ruan 

SLT
P 

Um
um 

SLT
P 

Keju
rua

n 

SD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

13 14 15 16 17 

1 Kepala Balai     1                         

2 
Bagian 
TataUsaha 

  2     8   4 2     1 
 

      

3 
Bidang 
Pemeriksaan  

  2 6   2 
 

  3 
 

  
 

        

4 
Bidang 
Pengujian  

  4 12  1 6  4  1 2 1             

5 
Bidang 
Penindakan 

  
 

3 
 

 3 
 

         1         

7 

Bidang 
Informasi 
dan 
Komunikasi 

  2 2   3 
 

                  

  Total   10 24 1 22 4 5 7 1 0 2 0 0 0 0 

 
Sumber : Data SIAP Badan POM RI (siap.pom.go.id) 
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 Jumlah pegawai sebanyak yang tertera pada  gambar  di atas belum 

memadai untuk kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh dengan luas daerah 

56.770, 81 Km2 dan jumlah Kabupaten 18 dan jumlah Kota 5 serta jumlah 

Kecamatan 284.  Beberapa tenaga yang sangat dibutuhkan adalah Sarjana 

Akuntansi, sarjana Hukum, Teknik Elektro, Kimia, Biologi, dan Sarjana 

Farmasi/Apoteker dan Teknologi Informasi.  

 Untuk mendukung tugas Balai Besar POM di Banda Aceh sesuai dengan 

peran dan fungsinya sangat diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian 

dan kompetensi yang baik. Proyeksi kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis 

Beban Kerja (ABK) di Balai Besar POM di Banda Aceh mulai tahun 2020 – 2024  

berturut turut  sebesar 49, 51, 53, 54 dan 56 orang, dengan prediksi  SDM yang 

tersedia hingga 2024 adalah 127 orang. Standar kebutuhan SDM berdasarkan 

ABK  terdapat kenaikan rata-rata sebesar  3  orang setiap tahunnya dengan adanya 

beberapa pegawai yang pensiun / pindah. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada 

Grafik di bawah ini. 

 

Gambar 1.3. Grafik Kebutuhan SDM Balai Besar POM di Banda Aceh 2020-
2024 Berdasarkan Analisis Beban Kerja 

 

Adanya kebijakan pemerintah melakukan moratorium pegawai menyebabkan 

jumlah penambahan pegawai setiap tahun kurang signifikan dibandingkan dengan 

kebutuhan jumlah pegawai serta beban kerja yang diperkirakan akan meningkat 
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setiap tahunnya sehingga dikhawatirkan tugas dan fungsi pengawasan tidak dapat 

dilakukan secara optimal. 

Sumber Daya Lainnya 

Balai Besar POM di Banda Aceh memiliki 3 buah gedung yang terdiri dari 2 

gedung kantor dan 1 gedung laboratorium yang berdiri pada luas lahan Balai 

Besar POM di Banda Aceh seluas 3.262 m2 dengan luas lantai bangunan sebesar 

3.169 m2, listrik bersumber dari PLN dengan daya sebesar 53 KVA dan 41.5 

KVA dilengkapi  genset 200 KVA, 10 unit kendaraan dinas. BBPOM di Banda 

Aceh memiliki laboratorium pengujian kimia, laboratorium pengujian 

mikrobiologi, peralatan dan instrumen modern seperti PCR, AAS, Kromatrografi 

Cair Kinerja Tinggi, Kromatrografi Gas, GC-MS, Spectrofotometer, Elisa Reader 

dan lain-lain. Selain itu Balai Besar POM di Banda Aceh dalam mewujudkan 

Visi, Misi dan tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu yang telah 

tersertikasi yaitu: ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2008 dan akreditasi 

laboratorium ISO/IEC 17025:2017 untuk seluruh bisnis prosesnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keunggulan BBPOM di Banda Aceh 

 Laboratorium Rujukan Pengujian DNA Babi 

 Laboratorium  Unggulan untuk pengujian Ganja 

 Mempunyai tenaga ahli yang bertugas sebagai evaluator yang aktif membantu 

proses pendaftaran pangan melalui e-registration. 

 Memiliki 3 unit mobil laboratorium keliling yang menjangkau seluruh 

wilayah kab/kota di Provinsi Aceh 

Gambar 3. Kantor Balai Besar POM di Banda Aceh 
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 Memiliki 1 unit mobil Penindakan, yang dapat difungsikan untuk melakukan 

pemeriksaan saksi dan tersangka langsung di TKP (Tempat Kejadian Perkara) 

 Memiliki 1 unit mobil Insenerator, yang aman dan ramah lingkungan, 

digunakan untuk melakukan pemusnahan barang temuan dan barang bukti. 

 

Anggaran 

Anggaran BBPOM di Banda Aceh bersumber dari APBN sesuai DIPA 

tahun 2020 No. SP DIPA- 063.01.2.432790/2020 yang diterbitkan pada tanggal 

12 November 2019 dengan anggaran awal sebesar Rp. 39.156.077.000,- (Tiga 

Puluh Sembilan Milyar Seatus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu 

Rupiah). Pada awal bulan Maret 2020, terjadi pengurangan anggaran melalui 

revisi DIPA Pusat yaitu menghapusan kegiatan KIE dengan Tokoh Masyarakat 

sebesar Rp. 625.000.000,- ( 5 titik @ Rp. 125.000.000,-) sehingga pagu anggaran 

menjadi sebesar Rp 38. 531.077.000,- (Tiga Puluh Delapan Miliar Lima Ratus 

Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Pada pertengahan Maret 

2020 terjadi pandemi Covid-19 yang mengharuskan untuk melakukan pembatasan 

kegiatan dan mengikuti protokol penanganan Covid-19, sehingga pelaksanaan 

kegiatan terkendala dan tidak dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan yang 

telah disusun, dan pada bulan April 2020 dilakukan kembali revisi refocussing 

serta penurunan target dan anggaran yang di alokasikan ke belanja untuk 

percepatan penanggulangan Covid-19, sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 

31.183.552.000,- (Tiga Puluh Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima 

Ratus Lima 

Puluh Dua Ribu Rupiah), dan pada bulan September 2020 dilakukan kembali 

revisi realokasi anggaran pemberdayaan masyarakat melalui KIE bersama Tokoh 

Masyarakat tahun 2020 melalui mekanisme revisi Pusat di DJA, total pagu 

menjadi   Rp. 30,732,516,000 (Tiga Puluh 

Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) 

dengan realisasi anggaran sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp 

29,747,906,558,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh 
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Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) atau 

sebesar 96,80% 

 

Eksternal 

Kondisi Geografis dan Demografis 

Gambar 4. Peta Wilayah Kerja BBPOM di Banda Aceh 

 

 Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh adalah di Provinsi Aceh terletak 

antara 01O58’ 37,2” –06O 04’ 33,6” LU dan 94O0 57’ 57,6” –98O 17’ 13,2” BT 

dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah : 

Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Malaka, Selatan dengan Provinsi 

Sumatera Utara dan Barat dengan Samudera Indonesia.  

Pemerintahan di Provinsi Aceh dibagi ke dalam 18 wilayah Kabupaten dan 5 

wilayah kota dengan total 23 Kabupaten/Kota dan luas wilayah 56.770,81 km². 

Seiring dengan perkembangan organisasi, untuk meningkatkan efektifitas 

pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh, maka dibentuklah 2 (dua) 

LOKA POM berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 12 Tahun 

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan 

Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 

12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di 
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Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan,  dimana Unit Pelaksana Teknis 

yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri 

yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis 

penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. 

Dengan terbentuknya 2 (dua) LOKA POM tersebut, sehingga luas cakupan 

wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh menjadi berkurang menjadi 

34.843,91 km². Luas cakupan pengawasan Balai Besar POM di Banda Aceh 

menjadi 12 Kabupaten dan 4 Kota (16 Kab/Kota). Dari 16 Kabupaten/Kota yang 

diawasi oleh Balai Besar POM di Banda Aceh, 2 Kabupaten merupakan daerah 

kepulauan terluar, yaitu Kota Sabang dan Kabupaten Simeulue.  Sedangkan 

untuk LOKA Aceh Selatan dengan cakupan pengawasan 3 (tiga) Kabupaten, 

yaitu : Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulusalam dan Kabupaten Aceh Singkil, 

dan untuk LOKA Aceh Tengah dengan cakupan pengawasan 4 (empat) 

Kabupaten: Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues dan Aceh 

Tenggara.  

Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi 

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi 

Aceh meliputi industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, dan industri 

pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, 

Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, 

Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan 

berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah 

Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.  

NO JENIS SARANA JUMLAH SARANA 

Sarana Distribusi 

1. PBF 28 Sarana 

2. Apotek 291 Sarana 

3. Toko Obat 186 Sarana 

4. Klinik 150 Sarana 

5. Rumah Sakit 49 Sarana 
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1.5. Isu Strategis 

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja BBPOM di Banda 

Aceh antara lain :  

1. Produk pangan yang masih mengandung bahan berbahaya 

BBPOM di Banda Aceh sudah melakukan pembinaan dan koordinasi dengan 

lintas sektor dan di triwulan I tahun 2020 produk mie basah di wilayah Kota 

Banda Aceh sudah bebas dari boraks. Upaya akan terus ditingkatkan agar mie 

basah Kab/Kota yang lain juga bebas dari bahan berbahaya. Selain mie basah, 

kerupuk tempe juga masih mengandung boraks sehingga perlu pembinaan dan 

koordinasi yang intensif dengan lintas sektor terkait. 

2. Kosmetik dan Obat Tradisional yang beredar tidak memiliki izin edar 

dan mengandung bahan berbahaya 

Permintaan masyarakat Aceh terhadap kosmetik terutama pemutih wajah 

sangat tinggi pada kaum ibu dan remaja namun masih ditemukan mengandung 

Merkuri. Selain itu, obat tradisional dan obat kuat juga sangat banyak diminati  

6. Puskesmas 242 Sarana 

7. GFK 17 Sarana 

8. Distribusi Makanan 1635 Sarana 

 9. Distribusi Kosmetik dan Salon 831 Sarana 

10. Distribusi OT dan Suplemen Kesehatan 98 Sarana 

TOTAL SARANA DISTRIBUSI 3527 Sarana 

Sarana
 
Produksi  

1. Industri Farmasi 0 Sarana 

2. Industri Obat Tradisional 0 Sarana 

3. UMOT 4 Sarana 

4. UKOT 8 Sarana 

5 Industri Kosmetik 3 Sarana 

6. Industri Makanan (MD) 45 Sarana 

7. PIRT 858 Sarana 

TOTAL SARANA PRODUKSI 918 Sarana 
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namun sangat berisiko terhadap kesehatan karena mengandung Sildenafil 

Sitrat. Hal in merupakan isu yang sangat mengkhawatirkan di masyarakat. 

 

3. Tindak lanjut Pemerintah Daerah belum optimal terhadap hasil 

pengawasan terhadap industri rumah tangga pangan (IRTP) 

Masih ditemukan IRTP yang tidak memiliki nomor izin edar PIRT dan 

persyaratan hygiene dan sanitasi yang masih belum memenuhi ketentuan. 

Tindak lanjut hasil pengawasan oleh  Pemda belum optimal sesuai dengan 

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas 

Pengawasan Obat dan Makanan sehingga pengawasan yang menjadi 

kewenangan Pemda  belum  dilakukan   secara semestinya. Hal ini disebabkan 

karena kompetensi  dan  jumlah  SDM Pemda  belum  memadai  dan  pola  

mutasi internal Pemda  yang terlalu sering.  

4. Kondisi Geografis Provinsi Aceh  

Berdasarkan kondisi geografis, Provinsi Aceh berhadapan dengan negara 

tetangga (Malaysia, Thailand, dan India) dan berbatasan dengan Provinsi 

Sumatera Utara, yang berpotensi sebagai pintu masuk produk Obat dan 

Makanan dari luar.   

5. Garam konsumsi di Provinsi Aceh belum seluruhnya mengandung 

Iodium 

Aceh merupakan salah satu daerah penghasil garam karena memiliki garis 

pantai yang sangat panjang, namun garam yang dihasilkan masih diproduksi 

secara tradisional dan belum ditambahkan Iodium. Untuk itu diperlukan 

perkuatan koordinasi dengan lintas sektor untuk menghasilkan garam yang 

beriodium dalam rangka menurunkan angka stunting di Aceh. 

6. Peraturan Daerah tentang Jaminan Produk Halal 

Dengan diberlakukannya Qanun Produk Halal Nomor : 08 Tahun 2016 

Tentang Sistem Jaminan Produk Halal di Provinsi Aceh, sehingga perlu 

perkuatan koordinasi dan sinergitas Balai Besar POM di Banda Aceh dengan 

MPU (Majelis Permusyaratan Ulama) Aceh. 
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7. Penjualan Produk Obat dan Makanan secara online 

Tidak bisa dipungkiri bahwa jual beli secara on line mempermudah masyarakat 

untuk bertransaksi. Namun sangat disayangkan aplikasi ini seringkali 

dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari 

keuntungan semata. Masyarakat harus dicerdaskan agar tidak tertipu promosi 

berlebihan berupa khasiat yang lebih, harga yang murah dan iming  – iming 

bonus dari penjual. Walaupun transaksi dilakukan secara on line namun moto 

CEK KLIK harus tetap dilakukan. Cek kemasan, cek label, cek izin edar dan 

cek tanggal kedaluarsa. BBPOM di Banda Aceh dan Loka POM melakukan 

patrol siber untuk mengawasi produk Obat dan Makanan yang beredar secara 

online.  

8. Pendampingan   UMKM oleh Balai  Besar  POM   di  Banda Aceh 

Salah satu program utama pemerintah adalah peningkatan produktivitas  

UMKM sehingga produk-produk UMKM dapat berdaya saing di pasar 

internasional. Untuk mendukung UMKM yang berdaya saing banyak aspek 

pembinaan yang harus dilakukan diantaranya pendampingan terhadap UMKM 

sehingga memiliki kapabilitas untuk menjamin mutu, keamanan dan manfaat 

pada komoditas pangan, obat tradisional dan kosmetik yang diproduksi. 

9.  Pandemi Covid-19 

Pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia pada pertengahan Maret 2020 

memberikan dampak terhadap pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran 

di BBPOM di Banda Aceh.  Badan POM RI membuat kebijakan dan berbagai 

inovasi selama masa pandemi Covid 19 dengan melaksanakan kegiatan secara 

daring.  
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1. Rencana Strategis 

 

Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas 

Pembangunan Jangka menengah, Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai unit 

pelaksana teknis Badan POM sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya harus 

menyusun  Rencana Strategis Balai Besar POM di Banda Aceh yang memuat visi, 

misi, tujuan, kebijakan  dan sasaran strategis yang mengacu kepada Rencana 

Strategis BPOM Tahun 2020 -2024. 

Renstra Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2020-2024 disusun 

berdasarkan penjabaran Rencana  Strategis  BPOM  Tahun  2020-2024  telah  

selaras  dengan  dokumen  RPJMN  dan disesuaikan dengan tugas pokok Balai 

Besar POM di Banda Aceh sebagai salah satu unit pelaksana teknis di wilayah 

Provinsi Aceh. Penyusunan sasaran dan indikator kinerja pada rencana strategis 

dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala/tantangan yang ada 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Banda Aceh serta 

melihat latar belakang dan perubahan lingkungan yang dinamis yang  diharapkan  

mampu  mengakomodasi  berbagai  kebijakan aktual yang berkembang di bidang 

pengawasan Obat dan Makanan. 

Sejalan dengan Visi dan Misi pembangunan dalam RPJMN 2020 -2024, maka 

Badan POM telah menetapkan Visi Badan POM 2020-2024 yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk 

mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan 

berkepribadian berlandaskan gotong royong.” 
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2. Misi 
 

Dalam upaya mewujudkan Visi Indonesia 2019-2024, 

Presiden Terpilih telah menetapkan Misi Indonesia 2019-2024 

yaitu: 

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia; 
 

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; 
 

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan; 
 

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; 
 

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; 
 

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, 

dan terpercaya; 
 

7. Perlindungan  bagi  segenap  bangsa  dan  memberikan  

rasa  aman  pada seluruh warga; 

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; 
 

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan 

 

 

 

 

             Gambar 2.3 Peta Strategi Level 0 BPOM RI 
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Gambar 2.2. Peta Strategi Level 2 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di 

Banda Aceh 

 

Gambar 2.3. Peta Strategi Level 2 Loka POM 
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